
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI BLORA 
 

PERATURAN BUPATI BLORA 
NOMOR  16 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2005 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS 

 BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  BLORA, 

 

Menimbang : 
 
 

 
 

 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tata 
cara pengangkatan Direksi PT. Blora Patragas Hulu, 
maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora 
Partagas Hulu Kabupaten Blora; 

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora 
Patragas Hulu Kabupaten Blora; 

 

Mengingat 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125); 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan 
Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 



Blora Nomor 22); 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora 
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Blora nomor 3 ); 

14.   Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun  
2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah  ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten  Blora  Nomor 2 ); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 
2009 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2005 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN 
TERBATAS BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN 

BLORA. 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 

11 Tahun 2005 tentang  Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas 

Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2009 Nomor 4)yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Bupati Blora : 

a. Nomor 70A Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 

Nomor 70A); 

b. Nomor 14 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 

Nomor 14)  

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi 

persyaratan umum dan persyaratan khusus. 

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

d. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah, baik Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah; 

e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap 

kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945; 



f. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa bangsa, dan kepada 

Pemerintah Daerah; 

g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

h. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari 

dokter pemerintah; 

i. usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 51 (lima 

puluh satu) tahun. 

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri dari : 

a. lulus dalam uji kompetensi (fit and proper test) yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

b. diutamakan pendidikan paling rendah Sarjana (S-1); 

c. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang 

dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan 

sebelumnya; 

d. mampu menyusun dan menyajikan proposal mengenai visi, misis 

dan strategi perseroan; 

e. bertempat tinggal di wilayah kedudukan Perseroan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal  14 April  2015 

Pj. BUPATI BLORA, 

            Cap ttd. 

IHWAN SUDRAJAT 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  14 April  2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 

KEPALA DINAS KEHUTANAN, 

                                   Cap ttd. 

SUTIKNO SLAMET 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 16 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 

 



 

 
 

 


